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ABSTRAK

Pasca peristiwa 9/11, isu terorisme di dunia interasional menjadi isu penting. Bahkan di Indonesia pasca
peristiwa serangan terhadap gedung WTC tersebut direspon dengan membuat instrumen kontra treorisme dalam
konteks nasional yang kemudian dalam proses pelaksanaannya dianggap melanggar HAM. Padahal fenomena
terorisme di Indonesia sebenamya sudah ada jauh sebelum Indonesia membuat kebijakan-kebijakan kontra
terorisme seperti: pembuatan UU anti terorisme, pembentukan BNPT, serta pembentukan pasukan khusus Densus
88. Tulisan ini ingin menjelaskan adanya pengaruh dari dimensi ide yang mempengaruhi persepsi pemerintah
Indonesia dalam memaknai ancaman terorisme yang dibangun dalam konteks konstruksi sosial dalam pergaulan
internasional, yang kemudian memberikan pengaruh bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan
represif dan cenderung melanggar HAM dalam kontra terorisme karena terorisme dipersepsikan sebagai ancaman
nasional yang luar biasa.

Kata kunci: Terorisme, Keamanan Nasional, Ide, Persepsi

ABSTRACT

After the 9/11 incident, the issue of terrorism in the international world became an important issue. Even in
Indonesia after the attack on the WTC building, it was responded by making counter-terrorism instruments in the
national context which were later considered as violating human rights. Even though the phenomenon of terrorism
in Indonesia actually existed long before Indonesia made counter-terrorism policies such as: the making of anti-
terrorism laws, the establishment of BNPT, and the formation of special forces Detachment 88. This paper wants
to explain the influence of ideas that influence the Indonesian government's perception the threat of terrorism that
is built in the context of social construction in international relations, which then gives an influence to the
Indonesian government to make repressive policies and tend to violate human rights in counter-terrorism because
terrorism is perceived as an extraordinary national threat.
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PENDAHULUAN

Setelah tahun 2000-an, salah satu
ancaman yang menjadi perhatian negara-
negara di dunia internasional adalah
ancaman aksi terorisme. Berbagai aksi
terorisme vang terjadi di dunia membuat
masyarakat  internasional ~memandang
serius masalah terkait terorisme, meskipun
pada dasarnya fenomena terorisme sudah
ada sejak lama. Pemaknaan ancaman yang
diakibatkan oleh terorisme tidak terlepas
dari konstruksi sosial yang terjadi dalam
dunia internasional, schingga hampir setiap
negara di dunia memberikan label teroris
kepada kelompok tertentu yang kemudian
dimaknai sebagai ancaman terhadap
kemanusiaan (Hiilsse & Spencer, 2008).
Salah satu pemicu perkembanfn tersebut
adalah terjadinya aksi teror di Amerika
Serikat pada tahun 2001, dimana waktu itu
gedung WTCgEnjadi sasaran teror.

Teror yang terjadi di gedung WTC
pada 11 September 2001, menjadikan dunia
internasional semakin gencar melawan
terorisme, bahkan aksigjrorisme dianggap
sebagai suatu aksi kejahatan terhadap
fAnanusiaan (crime against humanity).
Tindak pidana terorisme dianggap sebagai
kejahatan yang luar biasa atau
extraordinary crime, maka dari itu
diperlukan  instrumen  khusus untuk
menanggulangi kejahatan yang dianggap
tidak biasa ini.

Pemaknaan atas kejahatan
terorisme yang dianggap sebagai tindakan
kejahatan luar biasa, pertama kali
dimunculkan dala§®) forum PBB ketika
diadakan kongres di Wina Austria, pada
Tahun 2000, dimana saat itu tema yang
diambil adalah “The Prevention of Crime
and The Treatment of Offenders”. Untuk
itu banyak negara di dunia termasuk
Indonesia, merasa perlu membuat suatu
perlakuan  khusus terhadap aksi-aksi
penyerangan yang masuk kedalam kriteria
terorisme (Mubhtar, 2014).

Dalam  mecnanggapi  ancaman
terorisme, pemerintah Indonesia telah
merespon dengan beberapa kebijakan,

diantaranya pemerintah membuat UU anti
terorisme pada tahun 2003 yang kemudian
diamandemen pada tahun 2018, kemudian
pemerintah juga membentuk BNPT sebagai
badan nasional yang khusus menangani
masalah terorisme. selain itu pemerintah
Indonesia juga telah membentuk pasukan
khusus yang terjun langsung di lapangan
guna menangani masalah terorisme
tersebut. Pemerintah melalui  POLRI,
membentuk pasukan Detasemen Khusus 88
(Densus 88), yang memiliki kewenangan
vang cukup besar. Kewenangan dari
Densus 38 diantaranya adalah
diperbolehkan untuk melakukan
penangkapan, terhadap para terduga teroris,
meskipun hanya berbekal bukti awal yang
bersumber dari laporan intelijen. Selain itu
Densus 88 juga dapat melakukan
penangkapan terhadap terduga teroris
selama 7 x 24 jam yang dikenal sebagai
"Anti-Terrorism Act". Lama penangkapan
terhadap terduga teroris ini lebih lama
dibandingkan dengan penagkapat terhadap
pelanggar hukum pidana selain terorisme.
Selanjutnya dalam pelaksanaan
kebijakan yang telah dibuat untuk
menanggapl ancaman terorisme tersebut,
Indonesia cenderung menggunakan
pendekatan yang represif. Densus 88 yang
dibentuk sebagai pasukan anti teror di
bawah naungan POLRI, lebih banyak
menggunakan pendekatan yang bersifat
menckan dalam menangani para terduga
teroris. Hal ini dapat dilihat ketika densus
88 seringkali melakukan penggerebekan
atau penyerangan terhadap para teroris di
tempat persembunyian atau markas mereka
dengan menggunakan pendekatan
kekerasan, bahkan tidak  jarang
penangkapan terduga teroris berujung pada
kematian dan tanpa mendapatkan keadilan
(Kusuma,  2018b). Dampak  dari
penggunaan kekerasan terscbut
mengakibatkan banyaknya terjadi dugaan
pelanggaran dalam proses penangkapan,
dimana dalam kurun waktu 10 tahun (2006-
2016), setidaknya ada 120 orang yang
diduga sebagai teroris telah tewas ketika
menjalani proses penangkapan, dan ada 40




orang menjadi korban salah penangkapan.
Disamping itu, terdapat lebih dari 80 persen
dari jumlah terduga teroris yang ditangkap
telah mengalami tindakan kekerasan dan
penyiksaan” (Almas, 2016).

Menurut komnas HAM. melalui
pernyataan  Wakil Ketuanya, Dianto
Bachriadi menyatakan bahwa Densus 88
telah melakukan pelanggaran HAM dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dalam
rangka penanganan terorisme. Adapun
bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan
diantaranya: penghilangan nyawa oarang,
melakukan penyiksaan, melakukan
tindakan-tindakan yang kejam, perampasan
hak beribadah, perampasan hak
penggunaan penasihat hukum, perampasan
hak  komunikasi, perampasan  hak
beribadah. serta vang lainnya (Fajar, 2013).
Penggunaan pendekatan represif
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dalam hal ini melalui densus 88 dalam
penanganan terorisme, memperlihatkan
pemerintah Indonesia telah mengorbankan
nilai HAM yang secharusnya dijamin
keberadaannya (Haryadi, 2014). Indonesia
yvang memilih sistem demokrasi yang
berlandaskan hukum dalam
penyelenggaraan negara telah
menangguhkan tugasnya dalam rangka
menjamin penegakan HAM atas nama
perang melawan ancaman terorisme. Hal
itu menunjukkan bahwa kedudukan isu
terorisme dipersepsikan telah memberikan
ancaman terhadap keamanan nasional
Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan
membahas terkait pembentukan persepsi
pemerintah Indonesia dalam memaknai
ancaman terorisme.

Para peneliti terdahulu sudah
melakukan penelitian dengan tema serupa.
Berbagai temuan dan kesimpulan sudah
dipaparkan dalam karya ilmiah yang ditulis
oleh para peneliti terdahulu. Misalnya
Christian J, Tams, Endi Haryono, Hery
Firmansyah, serta Erwin Yusup Sitorus
yang telah menggunakan paradigma
realisme  dalam  melihat  kebijakan
keamanan nasional dalam rangka melawan
terorisme yang diambil oleh negara, yang

hanya bertumpu pada faktor keamanan
nasional yang bersifat materialisme (Tams,
2009) (Haryono, 2010) (Firmansyah, 2010)
(Sitorus, 2016). Kemudian ada juga Ali
Muhammad vyang juga menggunakan
paradigma realisme yang berpendapat
bahwa kebijakan Indonesia dalam perang
melawan terorisme telah dipengaruhi oleh
kepentingan untuk perang melawan
terorisme  oleh  negara-negara  yang
memiliki power, dalam hal ini Amerika
Serikat dan Australia melalui bantuan-
bantuan ataupun tekanan-tekanan terhadap
pemerintah Indonesia (Muhammad, 2015).

Selain  para  peneliti  yang
menggunakan paradigma realis tersebut,
ada juga beberapa peneliti terdahulu yang
telah menggunakan paradigma
konstruktivisme, di antaranya adalah
Daniel Benjamin, Ahmad Zahid Hamidi,
N.S. Jamwal, Sidratahta Mukhtar. Namun
para peneliti tersebut hanya menggunakan
pendekatan konstruktivisme untuk
mclakukan kritik atas kcbijakan represif
yvang dianggap kurang tepat. Mereka lebih
merekomendasikan  untuk  melawan
terorisme dengan pendekatan sofi power
(Benjamin, 2008) (Hamidi, 2016) (Jamwal,
2003) (Mukhtar, 2016).

Sementara dalam tulisan ini ingin
menjelaskan terkait adanya relasi antara ide
atau gagasan yang kemudian menjadi
persepsi dan pada akhirnya mempengaruhi
pilihan sikap suatu negara. Dalam hal ini
flc dan gagasan tentang terorisme telah
mempengaruhi persepsi pemerintah
Indonesia dalam memaknai ancaman
terorisme yang kemudian menuntun
pemerintah  Indonesia untuk membuat
kebijakan-kebijakan kontra terorisme yang
bersifat represif dan melanggar HAM.

METODE

(1] Tulisan ini bertujuan untuk melihat
pengaruh dari dimensi ide atau gagasan
terhadap pemerintah Indonesia dalam
mempersepsikan ancffhan terorisme, yang
kemudian menuntun pemerintah Indonesia
untuk membuat kebijakan-kebijakan yang




bersifat represif dan cenderung melanggar
HAM. Tulisan ini menggunakan metode
kualitatif, dengan menggunakan paradigma
konstruktivisme.

Dalam hal metodologi aliran
konstriktivisme telah menjadi penengah
atau berada di antara aliran positivist dan
post-positivist. Aliran positivist berpndapat
jika dunia ilmu sosial bisa dipelajari dengan
menggunakan pendekatan objektif
dan sifatnya baku seperti ilmu alam.
Sementara posit-positivist  menolak hal
tersebut dan berpendapat sebaliknya yaitu
dunia ilmu sosial bisa dipelajari dengan
cara-cara atau pendekatan yang tidak baku,
dan sifatnya subjektif.

Untuk memahami dan menafsirkan
makna intersubjektif, dalam paradigma
konstruktivis  menggunakan  metode
penelitian  yang umum,. diantaranya
termasuk analisis wacana, penelusuran
proses, silsilah, perbandingan terfokus
terstruktur,  wawancara,  pcngamatan
partisipan, analisis konten, analisis konten
kualitatif sumber utama (memoar, arsip).
studi statistik. Menurut Finnemore dan
Sikkink tidak ada metode atau desain
penelitian tunggal di dalam paradigma
konstruktivisme (Finnemore & Sikkink,
2001).

Pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa posisi metodologi paradigma
konstruktivisme berada di antara aliran
positivisme dan post-positivisme. Dengan
demikian kaum Kkonstruktivisme bisa
mengeksplorasi dunia sosial dengan lebih
leluasa dan fleksibel.

Dalam upaya membangun
obyektivitas dalam penelitian ini, data
dikumpulkan melalui beberapa tahap.
Pertama, studi dokumen terhadap naskah-
naskah akademik atau dokumen resmi,
ataupun sumber dari jurnalistik baik cetak
ataupun daring, vang berkaitan dengan
tema yang diangkat. Kemudian, data dalam
tulisan ini juga didapatkan dari jurnal dan
juga buku. Kedua, data dikumpulkan
dengan mewawancarai beberapa pihak
yang kompeten. Wawancara dilakukan

terhadap beberapa pihak diantaranya,
Deputi Kerjasama Internasional BNPT,
anggota parlemen (anggota Komite Khusus
Amandemen  Undang-Undang  Anti-
terorisme), dan mantan kepala Badan
Intelijen Strategis (BAIS). Setelah data
terkumpul kemudian penulis melakukan
analisis dan interpretasi terhadap data yang
terkumpul untuk mendukung argumentasi
yang dibangun. Tahap akhir yang dilakukan
kemudian adalah penulisan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Tentang Terorisme

Sebagai Ancaman di Dunia
Internasional dan Pengaruhnya
Terhadap Persepsi dan Sikap

Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis

Paradigma konstruktivisme dalam
konteks studi keamanan, memiliki ciri khas
tersendiri, di mana para pemikir paradigma
ini tidak terlalu memfokuskan
pemikirannya untuk menggali definisi dari
keamanan, tetapi mercka lebih mencoba
untuk memberikan makna terhadap apa
vang dimaksud dengan keamanan itu
sendiri. Para pemikir Kkonstruktivis,
memaknai keamanan sebagai “arena”
negosiasi antar aktor. Hal tersebut
dinyatakan oleh Matt McDonald sebagai
berikut (McDonald, 2008):

that security is a site of
negotiation  (between  the
political leaders and domestic
audiences in particular) and
contestation (between different
actors, elaborating different
visions of “our” values and
how “we” should act).

Pada intinya kaum Kkonstruktivis
membangun argumen bahwa ketika
berbicara tentang keamanan maka realitas
dari kemanan yang ada tidak dapat
dipisahkan dari proses interaksi antar aktor
yang kemudian membangun persepsi
tentang keamanan itu sendiri. Dalam hal ini




penerjemahan  atas ancaman  sangat
dipengaruhi oleh persepsi dari masing-
masing aktor dan juga atas konseptualisasi
dari identitas dari masing-masing aktor.
Ted Hopf telah memberikan ilustrasi
bahwa tindakan suatu negara dalam
konteks keamanan akan sangat dipengaruhi
oleh persepsi yang terbangun dari interaksi
sosial. Dalam hal ini persepsi dipengaruhi
oleh identitas yang terbentuk. Jadi suatu
negara akan mempersepsikan negara
ataupun aktor lain sebagai “teman” atau
“musuh”, tergantung dari persepsi atas
identitas-identitas  dari  masing-masing
aktor yang terbentuk dari konstruksi sosial
(Hopf. 1998).

Alexander Wendt juga telah
menjelaskan bagaimana paradigma
konstruktivis memahami ancaman yang
sangat berbeda tentunya dari pemahaman
pemikiran realis maupun liberal yang masih
berbasis material. Misalnya saja memaknai
kekuatan militer atau kekuatan persenjataan
yang dimiliki oleh negara lain yang bagi
kaum realis, kepemilikan senjata atau
militer oleh negara lain itu secara material
bisa dimaknai sebagai ancaman. Tetapi
argumentasi tersebut dipatahkan oleh
Alexander Wendt, bahwa instrumen
material di dalam struktur sosial (sistem
internasional) tidak akan bermakna apapun
tanpa pengaruh suatu ide. Instrumen
material dalam struktur hanyalah sebagai
alat untuk penunjang aksi yang akan
dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk
memudahkan pemahaman kita, Wendt
memberikan suatu analogi yang menarik,
bahwa 500 senjata nuklir yang dimiliki
Inggris, dianggap lebih kecil pengaruh
ancamanannya bagi Amerika Serikat juka
dibandingkan dengan 5 senjata nuklir milik
Korea Utara. Fenomena ini disebabkan
karena, bagi Amerika Serikat, Inggris
bukanlah musuh, melainkan dimaknai
sebagai negara sahabat. Sementara Korea
Utara, meskipun jumlah senjata nuklir yang
dimilikinya jauh di bawah Inggris. tetapi
akan dimaknai lebih mengancam bagi
Amerika Serikat, karena Korea Utara tidak
dikategorikan scbagai negara sahabat oleh

Amerika Serikat (Wendt, 1995). Dari
pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa
dalam berbicara mengenai isu keamanan,
kaum konstruktivis lebih melihat pada
variabel ide gagasan tentang persepsi
terhadap aktor yang dianggap mengancam
atau dianggap tidak mengancam. yang
kemudian para sub-unit dalam suatu unit
utuh akan saling mempengaruhi dalam
memutuskan suatu tindakan dalam konteks
mengamankan komunitas atau unit mereka
secara utuh. Dalam bahasa lain jika unitnya
adalah negara, maka ketika berbicara
mengenai  konteks keamanan maka di
dalam negara akan terjadi pertarungan
kepentingan (Interaksi yang sifatnya saling
mempengaruhi tentang ide atau gagasan)
antar aktor di dalam negara tersebut. untuk
kemudian memutuskan suatu aksi untuk
mengamankan negara. Jika dalam Kkonteks
unitnya adalah dunia internasional. makan
negara-negara adalah sub unit (agen) yang
akan saling mempengaruhi.

Tindakan dari aktor dipengaruhi
oleh adanya persepsi atau pemaknaan
terhadap suatu obyek atau aktor yang lain,
scbagaimana  diargumentasikan  olech
Alexander Wendt bahwa:

“a fundamental principle
of constructivist  social
theory is that people act
foward objects, including
other actors, on the basis of
the meanings that the
objects have for them.”
(Wendt, 1992)

Dengan jelas Wendt menyvatakan bahwa
tindakan aktor terhadap obyek atau aktor
lain sangat ditentukan oleh persepsi atau
pemakanaan terhadap obyek atau aktor lain
tersebut. di mana persepsi atau pemaknaan
terscbut terbentuk dari hasil konstruksi
sosial.

Fenomena terorisme yang
berkembang di dunia internasional saat ini,
tidak dapat dipisahkan dengan adanya
wacana yang dibentuk untuk membangun
ide bersama terkait pemaknaan tentang




terorisme. Sebagaimana telah dijelaskan
oleh Rainer Hiilsse dan Alexander Spencer
bahwa terorisme dihasilkan dari konstruksi
sosial. Lebih lanjut mercka menjelaskan
bahwa realitas yang terjadi terkait terorisme
merupakan hasil dari pembentukan wacana
dari musuh para teroris tersebut yang
kemudian membentuk motivasi. strategi.
serta struktur organisasi dan juga tujuan
dari para aktor teroris itu sendiri. Ilustrasi
yang mudah untuk memahami pendekatan
ini dapat dilihat dalam kasus konstruksi
“metafora” Al-Qaeda oleh pers populer
Jerman sectelah scrangan teroris di New
gBrk dan Washington pada tahun 2001,
Madrid pada tahun 2004 dan London pada
tahun 2005. Kasus-kasus terscbut pada
awalnya dimaknai sebagai bentuk “perang”
antar  aktor dalam lingkup  dunia
internasional. Tetapi sejak tahun 2004 dan
seterusnya telah muncul wacana yang
kemudian secara pasti menggeser makna
bahwa serangan Al-Qaeda yang semula
dianggap scbagai bentuk perang menjadi
sebuah tindakan yang dipandang sebagai
kejahatan. Hal tersebut berdampak pada
pembangunan makna tentang Al-Qacda
sebuah institusi kriminal yang saat ini kita
kenal sebagai lembaga teroris. Pergeseran
ini juga telah mengubah Al-Qaeda dari
yang semula dianggap ancaman eksternal
menjadi  ancaman internal,  yang
mensyaratkan pergeseran prakiek kontra-
terorisme dari perang antar militer ke
respon instrumen yudisial (Hilsse &
Spencer, 2008).

Fenomena  tentang  terorisme
menjadi isu arus utama pasca serangan 11
September 2001 di gedung WTC oleh
kelompok Al-Qaeda. yang kemudian
memunculkan norma bersama dalam dunia
internasional dalam memaknai terorisme.

Wacana perang melawan terorisme
(war on fterror) disosialisasikan untuk
dijadikan norma internasional agar
memiliki legitimasi dan memudahkan AS
untuk mengajak negara-negara lain untuk
melakukan perang melawan terorisme.
Amerika Serikat telah menyebarkan nilai-
nilai kepada dunia internasional dengan

klaim bahwa nilai yang mereka tawarkan
adalah nilai kebenaran universal. Misalnya
saja dalam berbagai kesempatan presiden
Bush mengaitkan perjuangan perang
melawan terorisme sebagai perjuangan atas
nilai kebebasan dan kemanusiaan. Selain
itu pembangunan persepsi terkait siapa
yvang “baik” dan siapa yang “jahat” juga
dilakukan untuk melegitimasi wacana
perang melawan terorisme yang mercka
perjuangkan. Dalam hal ini pihak-pihak
yang turut serta dalam melakukan perang
melawan terorisme adalah pihak yang baik
dan kclompok scperti Al-Qacda yang
dijastifikasi sebagai kelompok teroris
adalah pihak vang jahat (Kedang, 2017).
Bahkan secara terbuka pasca peristiwa
serangan 11 September, Bush telah
mengaskan bahwa:

Our enemy is a radical
network of terrorists, and every
government  that  supports
them. Our war on terror begins
with al Qaeda, but it does not
end there. It will not end until
every terrorist group of global
reach has been found, stopped
and defeated ...... This is not,
however,  just  America's
fight. And what is at stake is
not Just America's
[freedom. This is the world's
fight. This is civilization's
fight. This is the fight of all
who believe in progress and
pluralism,  tolerance  and
[freedom. We ask every nation
to join us. We will ask, and we
will need, the help of police
forces, intelligence services,
and banking systems around
the world (Bush, 2001).

Dalam pernyataan Bush sebagai
presiden AS waktu itu yang disampaikan
pada 20  September 2001  tclah
menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah
menjastifikasi bahwa kelompok radikal dan
kelompok teroris merupakan musuh bagi




mereka. Bahkan negara yang memberikan
dukungan kepada kelompok-kelompok
vang telah dijustifikasi sebagai kelompok
teroris maka juga akan dianggap sebagai
musuh yang akan diperangi oleh Amerika
Serikat. Selain itu, dengan
mengatasnamakan nilai-nilai pluralisme,
toleransi serta kebebasan (kemerdekaan),
Amerika Serikat telah meminta kepada
seluruh negara di dunia untuk turut serta
dalam wacana perang melawan terorisme
tersebut. tidak hanya itu, sebagai negara
super power, AS telah melakukan share
idea kepada komunitas internasional untuk
kemudian dijadikan norma dalam bentuk
konvensi atau perjanjian internasional yang
menjadi instrumen hukum internasional di
bawah naungan PBB yang mengatur
persoalan terkait kegiatan perang melawan
terorisme.

Sharing idea yang dilakukan oleh
Amerika  Serikat  tersebut  mampu
mempengaruhi sistem pemikiran mayoritas
masyarakat internasional dalam memaknai
terorisme. Dengan kata lain pemahaman
terhadap terorisme yang saat ini ada
merupakan hasil dari secbuah share idea
atau “framing” yang dilakukan Amerika
Serikat (Bartolucci & Gallo. 2013). Dalam
hal ini Amerika Serikat adalah negara yang
menjadi norms enterprencurs, karena AS
merupakan negara yang paling gencar
menawarkan wacana “war on ferror”
kepada komunitas internasional. Melalui
wacana tersebut kemudian Amerika Serikat
secara masif mengkampanyekan kejahatan
terorisme, dengan menggunakan
momentum serangan 9 September 2001,
sebagai  simbol kejahatan  terorisme
(Kusuma, 2018a).

Secara  terminologi.  terorisme
memiliki definisi yang beragam. Misalnya
definisi dari Muladi yang mengutip dari
Black Laws Dictionary (Muladi, 2002):

“tindak pidana terorisme
merupakan tindakan yang
melibatkan adanya unsur
kekerasan atau  sesuatu
vang menimbulkan efek

bahaya bagi kehidupan
manusia yang melanggar
hukum pidana, dan jelas
dimaksudkan untuk
mengintimidasi masyarakat
sipil; mempengaruhi
kebijakan pemerintah;
mempengaruhi proses
penyelenggaraan  negara,
dengan cara penculikan dan
pembunuhan”.

Selain itu ada beberapa definisi
tentang terorisme yang berasal dari
beberapa sumber yang menjelaskan tentang
definisi dari terorisme, seperti vang telah
dikutip oleh Irjen. Pol. Drs. Arsyad Mbai.
yang mengutip beberapa definisi terorisme,
diantaranya adalah (Mbai, 2003) :

a. Terrorism is an act carried out
fo achieve on in "human and
corrupt objective and involving
threat to security of mankind,
and  violation of  rights
acknowledge by religion and
mankind” (Ayatullah Sheikh
Muhammad Al Taskhiri).

b. Terrorism is the unlawful use
of force or violence "against
persons  or  property  fo
intimidate  or  coerce a
government, civilian
populations, or any segment
threat, in furtherance of
political or social objective”
(FBI).

Kemudian  definisi  terorisme
menurut Walter Reich, sebagaimana
@ikutip oleh A.M. Hendropriono yang
menyatakan bahwa terorisme adalah: suatu
strategi kekerasan yang telah dirancang
untuk mencapai atau meningkatkan hasil-
hasil yang diinginkan, dengan cara
menycbarkan atau  menanamkan rasa
ketakutan dikalangan masyarakat secara
umum (Hendropriyono, 2009).




Selain itu dari sebuah forum curah
gagasan (brain-storming) yang dihadiri
oleh para akademisi, para profesional, para
pakar, para pengamat politik serta para
diplomat terkemuka yang diselenggarakan
di kantor Menko Polkam pada tahun 2001,
dapat disimpulkan men@pai pemahaman
terkait teroisme yang diartikan sebagai
suatu tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh sek@mpok orang (vang biasa disebut
sebagai ekstrimis, separatis, suku bangsa)
sehagai pilihan jalan terakhir untuk
memperoleh keadilan bagi mereka yang
tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui
cara resmi atau jalan hukum”(Mbai,
2003).

Terorisme umumnya dipahami
untuk merujuk kepada tindakan kekerasan
untuk menciptakan rasa takut yang meluas
dalam mencapai tujuan politik atau ideologi
tertentu. Jika merujuk pada pengertian
terorisme secara material, maka pada
dasarnya serangan yang dilakukan oleh Al-
Qacda tidak berbeda dengan perang-perang
yang terjadi di dunia internasional selama
ini. Bahkan jika kita bandingkan dengan
operasi militer yang dilakukan oleh
pasukan NATO (militer Perancis, Inggris
dan AS) ketika melakukan serangan ke
Libya dengan alasan intervensi untuk
alasan kemanusiaan, meskipun negara-
negara tersebut berdalih ketika
melancarkan serangan hanya menargetkan
pangkalan-pangkalan militer yang diduga
sebagai loyalis Muammar Gaddafi, namun
pada faktanya serangan vang dilakukan
tersebut mengakibatkan ribuan masyarakat
dari kalangan sipil telah menjadi korban
dari serangan yang dilakukan oleh pesawat-
pesawat tempur pasukan NATO (Indrawan,
2013).

Selain itu, invasi dan serangan
Isracl terhadap Palestina yang juga
mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari
masyarakat sipil, serta menimbulkan
ketakutan yang luar biasa bagi warga
Palestina juga tidak dimaknai sebagai
fenomena  terorisme bagi  sebagian
masyarakat  infernasional,  utamanya
Amerika Serikat yang telah menggunakan

standar ganda dalam memaknai terorisme
(Fanani, 2011).

Antara fenomena serangan Al-
Qaeda, serangan NATO terhadap Libya.
Serangan Israel terhadap Palestina, jika
ditinjau dari sisi materialisme, maka
ketiganya sudah memenuhi unsur-unsur
yang secara terminologi dapat
diklasifikasikan kedalam aksi terorisme.
Hanya saja yang terjadi adalah terkait ide
dan persepsi terhadap fenomena-fenomena
tersebut, yang menyebabkan  dunia
internasional memaknai tiga fenomena itu
sccara berbeda. Schingga kesimpulannya
masalah pemaknaan terorisme terletak pada
level ide dan gagasan.

Sementara untuk dinamika
perkembagan terkait tentang isu terorisme
di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah ada
hampir sama usianya dengan usia negara
Indonesia.  Artinya sejak  Indonesia
merdeka tahun 1945, sudah ada gerakan-
gerakan yang dapat dimasukkan kedalam
katcgori  konscp  terorisme  sccara
terminologi. Bahkan perjuangan
kemerdekaan Indonesia, boleh jadi bagi
pemerintah  kolonial Belanda  bisa
dikategorikan scbagai aksi teror dengan
landasan nasionalis.

Peristiwa-peristiwa  yang pada
dasarnya masuk dalam kategori tindakan
teror, sudah ada jauh sebelum Indonesia
memiliki instrumen hukum tentang anti
terorisme. Misalnya saja kasus
Pemberontakan PKI Madiun (1948),
Pemberontakan oleh DII/TII di Jawa Barat
Tahun 1949, Angkatan Perang Ratu Adil
atau APRA pada tahun 1950, Republik
Maluku Selatan (1950), Pemberontakan
DI/TII  Sulawesi  Selatan  (1952),
Pemberontakan DI/TII Aceh (1953),
Organisasi Papua Merdeka (1960-an),
PRRI/PERMESTA (1958), Pemberontakan
PKI (1965). pecberontakan Fretelin's
Timor-Timur (1975)  (Muradi, 2012).
Namun peristiwa-peristiwa tersebut ketika
itu  diperscpsikan  scbagai  kelompok
gerakan pemberontakan oleh pemerintah
Indonesia. Indonesia sendiri waktu itu
belum memiliki instrumen hukum yang




khusus untuk memaknai kelompok-
kelompok tersebut sebagai kelompok
terorisme.

Ancaman terkait isu terorisme, bagi
pemerintah  Indonesia ~ memunculkan
persepsi atau pemaknaan yang berbeda, jika
dilihat dari waktu ke waktu. Perbedaan
persepsi atau pemaknaan tersebut, terjadi
akibat dari perbedaan jenis teror yang
terjadi. Dalam melihat sikap dan cara
pandang pemerintah Indonesia terhadap
fenomena terorisme, dapat dibagi menjadi
dua dimensi waktu. Yang pertama
fenomena terorisme di  ecra  scbelum
terjadinya peristiwa 9/11 dan fenomena
terorisme di era pasca terjadinya peristiwa
9/11.

Peristiwa-peristiwa  teror  yang
terjadi di era sebelum tahun 2000-an
dianggap scbagal suatu ancaman yang
bersifat nasional. Karena memang waktu
itu isu terorisme yang muncul adalah
berupa aksi teror yang dilandasi alasan
tuntutan untuk merdeka ataupun landasan
ideologi yang dianggap oleh pemerintah
Indonesia waktu itu bukan masuk kategori
tindakan terorisme, melainkan dianggap
sebagai tindakan pemberontakan dalam
negeri  yang mengancam keamanan
nasional, dan bukan dilakukan oleh
jaringan terorisme internasional seperti
vang terjadi saat ini (Wuryandari, 2014).

Akibat  dari  persepsi  dari
pemerintah yang seperti itu, maka tidak
heran jika penanganan terorisme di
Indonesia di era sebelum terjadinya
peristiwa 9/11 masih didominasi oleh
pasukan militer dalam hal ini TNI, dan
dilakukan secara domestik dan tidak
melakukan kerjasama dengan negara lain,
karena masalah tersebut dianggap sebagai
masalah domestik (urusan dalam negeri).

Persepsi Indonesia dalam melihat
isu terorisme mulai berubah di awal cra
2000-an. Hal tersebut terjadi seiring dengan
perubahan konstelasi politik internasional
yang juga dipengaruhi oleh isu terorisme
internasional yang menjadi isu aktual. Isu
terorisme menjadi isu penting di dunia

internasional sejak terjadinya peristiwa
teror yang dialami Amerff§ Serikat (9/11).

Pasca terjadinya serangan terhadap
gedung WTC vyang terjadi pada 11
September tahun 2001, Amerika Serikat
memunculkan pemahaman atau pemaknaan
baru  tentang  terorisme,  termasuk
pemahaman bagi pemerintah Indonesia.
Dari yang awalnya terorisme dilihat
scbagai kejahatan luar biasa yvang sifatnya
nasionalistik dan dalam konteks teritorial
tertentu, berubah  menjadi  tindakan
kejahatan yang beririsan dengan karakter
idcologi tertentu scrta memiliki ikatan
dengan agama, serta sifatnya melintasi
batas negara. Eksistensi dari hegemoni
Amerika Serikat terhadap peta politik
internasional juga semakin terasa pasca
serangan 9/11. Kebijakan AS terkait Global
War om Terror telah menuntut dukungan
dari dunia internasional. Amerika Serikat
seolah-olah hanya memberikan dua pilihan
bagi komunitas internasional yaitu
bergabung dengan AS untuk memerangi
terorisme, atau menjadi bagian dari
terorisme dan menjadi musuh dari AS.
Kebijakan tersebut langsung direspon oleh
pemerintah Indonesia yang waktu itu di
bawah kepemimpinan Megawati dengan
sikapnya yang mendukung penuh dan
memilih menjadi bagian dari AS untuk
memerangi terorisme (Wuryandari, 2014).

Serangan terhadap gedung WTC
terscbut  ditambah adanya beberapa
peristiwa yang terjadi di dalam negeri yang
kemudian dimaknai sebagai tindakan
terorisme telah merubah paradigma
pemerintah Indonesia dalam memandang
fenomena terorisme. Pemerintah Indonesia
kemudian  memiliki  persepsi  atau
pemaknaan terhadap terorisme yang
kemudian dianggap sebagai ancaman yang
nyata terhadap keamanan nasional. Ketika
penulis mengajukan pertanyaan kepada
mantan kepala Badan Intelijen Strategis
yaitu Soleman B. Ponto terkait pemaknaan
terhadap ancaman dari terorisme bagi
Indonesia dia  menjelaskan  bahwa
pemerintah Indonesia memiliki persepsi
bahwa terorisme dimaknai sebagai




ancaman fisik terutama ancaman bagi
keselamatan warga negara Indonesia yang
dalam banyak kasus telah menjadi korban
dari aksi para teroris (Ponto, 2018). Isu
terorisme yang berkembang. baik dalam
level internasional maupun dalam level
nasional tersebut telah menjadi titik
perubahan yang dilakukan oleh pemerintah
Indoneisa dalam konteks memaknai dan
menghadapi isu terorisme baik dalam level
nasional maupun internasional.

Merujuk pada pandangan filosofis
kaum konstruktivisme, maka dapat dilihat
bahwa isu ancaman terorisme terhadap
keamanan baik pada level internasional
ataupun nasional tergantung dari ide yang
dimunculkan untuk  memaknai  dari
fenomena terorisme itu sendiri. Penjelasan
sederhananya adalah. bahwa fenomena
yang terjadi yang saat ini Kita klasifikasikan
sebagai fenomena terorisme sejatinya
tergantung dari  ide dalam melihat
fenomena tersebut karena memang dari
awal pengertian terkait terorisme memiliki
banyak arti. Dalam hal ini bisa jadi
fenomena yang dipandang oleh sescorang
scbagai fenomena terorisme, namun
ternyata dari sudut pandang orang lain
fenomena tersebut dimaknai sebagai
perjuangan kemerdekaan.

Sebagai contoh. jika orang
Indonesia ditanya terkait siapa Diponegoro.
maka mayoritas akan menjawab dia adalah
seorang pahlawan pejuang kemerdekaan.
Tetapi jika kita bertanya pada orang
Belanda bisa jadi merecka menjawab bahwa
Diponegoro adalah scorang penjahat
perang atau bahkan mereka memaknai
Diponegoro sebagai teroris. Karena strategi
perang gerilyva yang dilakukan oleh
Diponegoro dalam menghadapi Belanda,
merupakan salah satu strategi dalam perang
asimetris yang memiliki esensi yang sama
dengan strategi teror yang juga menjadi
salah satu pilihan strategi dalam perang
asimetris.

crang asimetris adalah perang
yvang melibatkan antara dua belah pihak
atau lebih yang memiliki sumber daya atau
kekuatan yang berbeda, sehingga seringkali

dalam perang asimetris muncul cara-cara
atau metode-metode yang baru dan sama
sckali berbeda dengan strategi perang
konvensional. Hal ini biasanya dilakukan
oleh pihak yang lebih lemah untuk
mengimbangi kekuatan lawannya yang
lebih besar (Sudhir, 2008). Strategi perang
gerilya atau strategi teror merupakan
pilihan-pilahan yang bersifat
unconvensional yang dipilih oleh pihak
yang lemah untuk mengimbangi kekuatan
lawannya.

Dalam melihat dan memaknai
fenomena serangan Al-Qacda terhadap AS,
serangan NATO terhadap Libya, Serangan
Isracl kepada Palestina, bahkan terkait
strategi perlawanan Diponegoro kepada
Belanda, tergantung dari ide atau gagasan
dalam memaknai fenomena-fenomena
tersebut. Itu artinya suatu tindakan itu
bermakna sebagai tindakan terorisme atau
bukan, tergantung dari ide dalam melihat
tindakan tersebut. Sementara ide untuk
memaknai terorisme sebagai ancaman,
dapat disebarluaskan dengan wacana yang
dibangun untuk mengkonstruksi ide yang
ada pada masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Fenomena yang masuk dalam
klasifikasi tindakan terorisme, sudah ada di
Indonesia jauh sebelum pemerintah
Indonesia memiliki instrumen kontra
terorisme. Beberapa peristiwa seperti
Eemberontakan  PKI Madiun  (1948),
Pemberontakan yang dilakukan oleh
DIITII di Jawa Barat tahun 1949,
Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA
tahun I1EED. Republik Maluku Selatan
(1950), Pemberontakan DI/TII Sulawesi
Selatan (1952)., Pemberontakan DI/TII
Aceh (1953), Organisasi Papua Merdeka
(1960-an), PRRI/PERMESTA (1958),
Pemberontakan PKI (1965),
pemberontakan Fretelin’s Timor-Timur
(1975) merupakan peristiwa-peristiwa yang
dapat dikategorikan ke dalam tindakan
terorisme. Pemerintah Indonesia banyak




menggunakan kekuatan militer ketika
menangani peristiwa-peristiwa tersebut.
Pada waktu itu pemerintah
Indonesia mempersespsikan  peristiwa-
peristiwa  tersebut sebagai  perstiwa
pemberontakan dan ditangani  secara
mandiri. Karena waktu itu segala bentuk
pemberontakan yang terjadi dianggap
sebagai ancaman nasional dan menjadi
urusan dalam negeri. Namun setelah tahun
2000-an, tepatnya pasca terjadinya
peristiwa serangan di gedung WTC di
Amerika Serikat, isu terorisme menjadi isu
yang kuat dalam pergaulan di dunia
internasional. Berkembangnya isu
terorisme di dunia internasional tersebut
ternyata memberikan dampak terhadap
kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca
peristiwa  9/11  tersebut, pemerintah
Indonesia  mengeluarkan  kebijakan-
kebijakan dan membuat instrumen kontra
terorisme. Terorisme yang dipersepsikan
sebagai tindakan kejahatan luar biasa dan
memberikan ancaman dalam pergaulan
internasional, telah mempengaruhi
pemerintah  Indonesia. Ide  tentang
terorisme di dunia internasional tersebut
membentuk persespsi @merintah
Indonesia hingga akhirnya pemerintah
Indonesia membuat kebijakan yang represif
dan cenderung melanggar HAM. Dapat
disimpulkan  bahwa ide  (persepsi)
pemerintah Indonesia yang terbentuk dari
konstruksi sosial (pergaulan internasional)
menjadi  pengaruh yang cukup besar
ditunjukkan dengan adanya perubahan cara
atau strategi untuk menghadapi peristiwa
yang cenderung memiliki tipe yang sama
baik pada masa sebelum tahun 2000-an dan
setelah tahun 2000-an. Perubahan ide
(persepsi) vang kemudian menuntun
pemerintah Indonesia dalam mengambil
sikap dalam menghadapi terorisme.
Pemerintah Indonesia harus lebih
teliti dalam memaknai terorisme itu sendiri.
sehingga suatu tindakan atau kelompok
yang dimaknai sebagai teroris, harusnya
adalah tindakan atau kelompok yang benar-
benar memenuhi kriteria sebagai teroris,
dan yang benar-benar ~memberikan

ancaman terhadap keamanan Indonesia
secara umum. Selain itu penegakan hukum
anti terorisme yang sudah dibuat di
Indonesia harus bisa dijalankan dengan
prinsip-prinsip keadilan, dan tidak ada

pihak-pihak  tertentu  yang  merasa
diperlakukan tidak adil.
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